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Di persidangan pembuktian penuntut umum wajib mengajukan alat bukti yang sah
salah satunya yaitu keterangan saksi sebagai upaya untuk membuktikan dakwaan
penuntut umum, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh
hakim dalam mengambil keputusan sehingga mendapatkan kebenaran materiil.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi
dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut dengan modus
program haji serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor
49/Pid.B/2019/PN.Pwr. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data
yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan
sekunder. Metode pendekatan berdasarkan putusan dan perundang-undangan.
Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh
bahwa keterangan saksi dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan secara
berlanjut dengan modus program haji mempunyai kekuatan pembuktian karena
keterangan saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut
Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr didasarkan atas
surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah, barang bukti yang
diajukan dipersidangan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta tidak
adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga hakim telah memperoleh keyakinan
dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Saran dari peneliti bahwa penuntut
umum dalam mengajukan alat bukti harus diajukan di persidangan terutama alat
bukti keterangan saksi karena apabila saksi tidak dapat dihadirkan di persidangan
keterangannya itu dapat mengurangi bahkan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti
dan hakim harus lebih teliti dalam melihat fakta yang terungkap di persidangan
sehingga menimbulkan keyakinan hakim dan tepat dalam menjatuhkan pidana
terhadap bersalah atau tidaknya terdakwa.
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